
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang 

ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang 

berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Berbicara tentang 

hukum tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan Hak Asasi Manusia, 

dimana dijelaskan dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 

dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagaimana dijelaskan pada 

Pasal 28 A UUD 1945 merupakan pasal yang membahas atau menekankan 

tentang hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya. 

Kebutuhan masyarakat Indonesia selain papan, pangan, sandang. 

Masyarakat juga membutuhkan jaminan kesehatan, Kesehatan merupakan 

hak asasi manusia (HAM). Hal ini juga diatur di dalam Pasal 28 H Ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Setiap keluarga pasti 

menginginkan keterunan untuk melajutkan generasi berikutnya dalam 

proses persalinan sering terjadi dimana bayi meninggal dalam tindakan 

persalinan baik karena kesalahan maupun kelalaian di rumah sakit. 
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Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di 

samping sandang pangan dan papan, tanpa hidup yang sehat, hidup 

manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak 

mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Selain itu 

orang yang sedang sakit (pasien) yang tidak dapat menyembuhkan 

penyakitnya sendiri, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari 

tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya dan tenaga 

kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya 

kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan.1 

Hukum kesehatan termasuk hukum “lex specialis”, melindungi 

secara khusus tugas profesi kesehatan (provider) dalam program 

pelayanan kesehatan manusia menuju ke arah tujuan deklarasi “health for 

all” dan perlindungan secara khusus terhadap pasien “receiver” untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan.2 

Pada dasarnya kesalahan atau kelalaian dokter dalam    

melaksanakan profesi  medis,  merupakan  suatu  hal  yang penting untuk     

dibicarakan,     hal     ini disebabkan  karena  akibat  kesalahan  atau 

kelalaian   tersebut   mempunyai   dampak yang  sangat  merugikan.  

Selain  merusak atau  mengurangi  kepercayaan  masyarakat terhadap 

profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian pada pasien.3 

                                                             
1 Wila Chandrawila, 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, hlm 35. 

2 Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 

2014,hlm.16. 
3 Bahder  Johan  Nasution,  2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, PT. 

Rineke Cipta, Jakarta, hal. 5. 
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Kelalaian tindakan medik dapat digolongkan sebagai malpraktek, 

tetapi di dalam malpraktek tidak selalu terdapat unsur kelalaian medik, 

dengan perkataan lain malpraktek mempunyai cakupan yang lebih luas 

daripada kelalaian medik. Perbedaan yang lebih jelas dapat terlihat dari 

istilah malpraktek yang selain mencangkup unsur kelalaian, juga 

mencangkup tindakan-tindakan yang dilakukan sengaja (dolos), dilakukan 

dengan sadar dan akibat yang terjadi merupakan tujuan dari tindakan 

tersebut walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa 

tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Misalnya 

dengan sengaja melalukan tindakan yang mengakibatkan kematian kepada 

bayi dalam tindakan persalinan tanpa alasan (indikasi) medis yang jelas, 

maupun memberikan surat keterangan dokter yang isinya tidak benar. 

Perubahan orientasi tersebut kemudian mempengaruhi sistem 

kesehatan nasional melalui pe-nerapan prinsip yang menyeluruh ”holistic”, 

terpadu ”unity”, merata ”evenly”, dapat di terima ”acceptable” dan 

terjangkau diterima ”acceptable” dan terjangkau ”achievable” oleh 

masyarakat.4 

Hukum kesehatan menurut H.J.J. Lennen adalah keseluruhan 

ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan 

kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum 

                                                             
4 Artikel ini merupakan intisari hasil penelitian yang di danai oleh DIPA UNSOED 

Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Penelitian Tahun Anggaran 2011 Nomor: 1583/H23. 9/PN/2011 

tanggal 31 Maret 2011 
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administrasi negara, dan hukum pidana dalam kaitannya dengan hal 

tersebut.5 

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat kasus tentang kematian 

bayi dalam tindakan persalinan di “Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak 

Kota Bandung” yang disingkat RSKIA bandung. Dilansir dari 

Tribunnews.com HKLI membentuk Tim Khusus Usut Kematian Bayi saat 

Proses Persalinan. Hal yang mendasar dalam pembentukan tim ini ialah 

dikarenakan ada unsur kelalaian yang telah dilakukan oleh RSKIA. 

Menurut sumber ada informasi tiga jenazah bayi yang ditemukan 

di RSKIA Astanya Anyar ketika Ari Sutresna sebagai pelapor hendak 

mengambil jenazah anaknya pada 31 Maret 2016. Kecurigaan tersangka 

muncul ketika tidak berselang lama ada 3 jenazah bayi dan pelapor pun 

melaporkan dugaan Malpratek yang telah dilakukan di RSKIA Bandung. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik 

untuk memperdalami penulisan ini dengan judul “PERLINDUNGAN 

HUKUM PASIEN ATAS TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN 

KEMATIAN BAYI DALAM TINDAKAN PERSALINAN 

DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 

2009 TENTANG KESEHATAN”. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

                                                             
5 Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang 

Kesehatan, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 13. 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam perumusan 

penelitian ini di tuangkan dalam identifikasi masalahnya yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Pasien Dalam Tindakan 

Persalinan Yang Dilakukan Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Kota 

Bandung Dihubungkan Dengan UU No 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan? 

2. Bagaimana Tanggung Jawab Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Kota 

Bandung Dalam Tindakan Yang Menyebabkan Kematian Bayi Dalam 

Tindakan Persalinan Dihubungkan Dengan UU No 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan? 

3. Bagaimanakah Penyelesaian Kasus Kematian Bayi Dalam Tindakan 

Medis Di Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Kota Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan peneliti dengan menyusun penelitian 

dengan uraian  yang dipaparkan sebelumnya sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis perlindungan 

hukum apa yang timbul dari tindakan medis persalinan yang 

mengakibatkan kematian bayi di Rumah Sakit khusus Ibu dan Anak 

Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab Rumah Sakit Khusus 

Ibu dan Anak dalam tindakan yang mengakibatkan kematian bayi 
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dalam tindakan medis persalinan sesuai dengan Undang-Undang 36 

tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis bentuk upaya 

hukum yang dapat dilakukan dan Cara penyelesaiannya Berdasarkan 

Undang-Undang 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa 

penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen 

masyarakat. Nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat 

bagi berbagai pihak yang dimaksud dalam latar belakang penulisan ini. 

Ada yang diharapkan dalam penulisan ini yaitu; 

1. Kegunaan secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah kajian keilmuan 

dalam proses pengembangan (teori) ilmu hukum dan dapat dijadikan 

sebagai acuan di bidang sejenis. 

2. Kegunaan secara praktis 

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

pemerintah khusunya terkait pelaksanaan ataupun kajian tentang 

perlindungan hukum pasien atas tindakan yang mengakibatkan 

kematian bayi dalam tindakan persalinan di indonesia 

b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bersama 

bagaimana sebenarnya perlindungan hukum pasien atas tindakan 
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yang mengakibatkan kematian bayi dalam tindakan persalinan di 

indonesia dilihat dari peraturan perundang undangan yang berlaku. 

c. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontrol 

khusunya yang melakukan tindakan malpraktek dalam proses 

persalinan yang mengakirabatkan kematian bayi yang berlaku di 

indonesia.  

E. Kerangka Pemirikan 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya 

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 

perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum melibatkan semua 

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 

menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesutau dengan mendasarkan diri pada norma atau hukum yang 

berlaku, maka ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. 

Sebagai negara hukum, maka negara Indonesia harus selalu 

menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 

dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tujuan 

pembentukan Negara Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat 

Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. 

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: 
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“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu 

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan 

keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan 

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 

berdasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa, 

kemanusiaan yang adil dan beradab, peratuan Indonesia dan 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan 

suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” 

 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia (Hak Asasi Manusia), Hal 

ini dapat kita lihat di dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan.” 

 

Sebagai masyarakat Indonesia kita mungkin bisa memperjuangkan 

hak-hak tersebut karena hal itu akan menjamin utuhnya sila ke-5 "keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" agar tidak tercoreng oleh orang yang 

mengaku orang Indonesia tetapi tidak bisa menjaga HAM yang telah 

diatur di Undang- Undang Dasar 1945 

Sedangkan didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 36 tahun 

2009 Tentang Kesehatan menjelaskan “Kesehatan adalah keadaan sehat, 

baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” 
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Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang 

diberikan   terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik 

yang  bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis. 

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen  untuk 

mengatur hak-hak kewajiban-kewajiban subyek hukum. Disamping itu, 

hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek 

hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai 

perlindungan kepentingan manusia.6 

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhaadap hak asasi manusia (HAM) yang 

dirugikan oranglain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat 

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

Menurut Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum 

adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap 

hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan 

ketentuan hukum dari kesewenangan.7 

Perlindungan Hukum berarti adanya pengakuan, kepatuhan, serta 

adanya dukungan atas hak-hak segenap pribadi, segenap keluarga dan 

segenap kelompok, beserta aspek pelaksanaannya.8 

                                                             
6 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1993), hlm 140. 
7 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal 54. 
8 Koerniatmanto Soetoprawiro, Bukan Kapitalisme Bukan Sosialieme, (Yogyakarta: 

Kanisius,2003), hlm 250. 
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Hukum kesehatan menurut H.J.J. Lennen adalah keseluruhan 

ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan 

kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum 

administrasi negara, dan hukum pidana dalam kaitannya dengan hal 

tersebut.9 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum kesehatan adalah 

seluruh kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan pelayanan kesehatan. Sumber hukum kesehatan tidak hanya 

bertumpu pada hukum tertulis (undang-undang), namun juga pada 

jurisprudensi, traktat, konsensus, dan pendapat ahli hukum serta ahli 

kedokteran (termasuk doktrin).10 

Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 1 Ayat (11) Ketentuan Umum 

yang berbunyi : 

 “Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, 

terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk 

pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan 

penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah 

dan/atau masyarakat.” 

 

Kemudian dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa: 

                                                             
9 Ibid, hlm 13. 
10 Ta’adi, Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat, Buku 

Kedokteran EGC, Jakarta, 2013, hlm. 5. 
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1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang 

telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 

2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: 

a. Perintah undang-undang; 

b. Perintah pengadilan; 

c. izin yang bersangkutan; 

d. kepentingan masyarakat; atau 

e. kepentingan orang tersebut. 

Didalam ketentuan Umum yang ada pada Undang-undang 

Kesehatan memang tidak disebutkan secara jelas mengenai Pelayanan 

Kesehatan namun hal tersebut tercermin dari Pasal 1 Ketentuan Umum 

Ayat (11) bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk kepentingan 

kesehatan di masyarakat. walaupun tidak diuraikan secara jelas mengenai 

pelayanan kesehatan namun kita dapat memahaminya melalui 

pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para sarjana sebagai 

berikut ini : 

Menurut Levey dan Loomba Pelayanan Kesehatan Adalah upaya 

yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu 

organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, 

dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, 

keluarga, kelompok, atau masyarakat. 
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Jadi pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan 

yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan 

kesehatan), preventif ( pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan 

rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau 

masyarakat dan lingkungan.Yang dimaksud sub sistem disini adalah sub 

sistem dalam pelayanan kesehatan adalah input, proses, output, dampak, 

umpan balik.11 

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Levey dan Loomba 

Hendrojono Soewono juga menyebutkan bahwa yang dimaksud 

pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan 

sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan 

dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan 

memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, 

kelompok/masyarakat.12 

1. Asas-asas dalam Pelayanan Kesehatan 

Menurut Veronica Komalawati yang mengatakan bahwa, asas-asas 

hukum yang berlaku dan mendasari pelayanan kesehatan dapat 

disimpulkan secara garis besarnya sebagai berikut13 : 

a. Asas Legalitas 

                                                             
11 http://peterpaper.blogspot.com/2010/04/pelayanan-kesehatan-1.html? diunduh 

pada tanggal 2 febuari 2018 pukul 07.45 
12 Hendrojono, Soewono, Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik 

Kedokteran dalam Transaksi Teurapetik, Surabaya, Srikandi 2007, hlm 100-101. 
 13 Veronica Komalawati, , Peranan Informed Consent Dalam Transaksi 
Terepeutik (Persetuajuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien); Suatu Tinjauan Yuridis, 
PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 126-133. 
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Asas ini pada dasarnya tersirat di dalam Pasal 23 ayat (1), (2) dan 

(3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

menyatakan bahwa ; 

1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan   

pelayanan kesehatan; 

2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

bidang keahlian yang dimiliki; 

3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tenaga 

kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. 

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka pelayanan kesehatan 

hanya dapat diselenggarakan apabila tenaga kesehatan yang 

bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan perizinan yang diatur 

dalam Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, terutama Pasal 29 ayat (1) dan (3) yang antara lain 

berbunyi sebagai berikut : 

1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik 

kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi 

dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi; 

3) Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat 

tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan : 

a) Memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau 

dokter gigi spesialis; 
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b) Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/ 

janji dokter atau dokter gigi; 

c) Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; 

d) Memiliki sertifikat kompetensi 

e) Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan 

ketentuan etika profesi. 

Di samping persyaratan-persyaratan tersebut di atas, dokter 

atau dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan harus pula 

memiliki izin praktik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Praktik Kedokteran sebagai 

berikut : “Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik 

kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat Izin Praktik”.  

Selanjutnya, surat izin praktik ini akan diberikan jika telah 

dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan secara tegas di 

dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa : 

1)   Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus : 

a. memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat 

tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 

31, dan Pasal 32; 

b. mempunyai tempat praktik; dan 

c. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. 
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Dari ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa, keseluruhan 

persyaratan tersebut merupakan landasan legalitasnya dokter dan 

dokter gigi dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Artinya, “asas 

legalitas” dalam pelayanan kesehatan secara latern tersirat dalam 

Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

b.  Asas Keseimbangan 

Menurut asas ini, penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus 

diselenggarakan secara seimbang antara kepentingan individu dan 

kepentingan masyarakat, antara fisik dan mental, antara material dan 

spiritual. Di dalam pelayanan kesehatan dapat pula diartikan sebagai 

keseimbangan antara tujuan dan sarana, antara sarana dan hasil, antara 

manfaat dan risiko yang ditimbulkan dari pelayanan kesehatan yang 

dilakukan. Dengan demikian berlakunya asas keseimbangan di dalam 

pelayanan kesehatan sangat berkaitan erat dengan masalah keadilan. 

Dalam hubungannya dengan pelayanan kesehatan, keadilan yang 

dimaksud sangat berhubungan dengan alokasi sumber daya dalam 

pelayanan kesehatan. 

c. Asas Tepat Waktu 

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, asas tepat waktu ini 

merupakan asas yang cukup krusial, oleh karena sangat berkaitan 

dengan akibat hukum yang timbul dari pelayanan kesehatan. Akibat 

kelalaian dokter untuk memberikan pertolongan tepat pada saat yang 

dibutuhkan dapat menimbulkan kerugian pada pasien. Berlakunya 



16 
 

 

asas ini harus diperhatikan dokter, karena hukumnya tidak dapat 

menerima alasan apapun dalam hal keselamatan nyawa pasien yang 

terancam yang disebabkan karena keterlambatan dokter dalam 

menangani pasiennya. 

d. Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik ini pada dasarnya bersumber pada prinsip etis 

untuk berbuat baik pada umumnya yang perlu pula diaplikasikan 

dalam pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien dalam pelayanan 

kesehatan. Dokter sebagai pengemban 26 profesi, penerapan asas 

itikad baik akan tercermin pada sikap penghormatan terhadap hak-hak 

pasien dan pelaksanaan praktik kedokteran yang selalu patuh dan taat 

terhadap standar profesi. Kewajiban untuk berbuat baik ini tentunya 

bukan tanpa batas, karena berbuat baik harus tidak boleh sampai 

menimbulkan kerugian pada diri sendiri. 

e. Asas Kejujuran 

Kejujuran merupakan salah satu asas yang penting untuk dapat 

menumbuhkan kepercayaan pasien kepada dokter dalam pelayanan 

kesehatan. Berlandaskan asas kejujuran ini dokter berkewajiban untuk 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien, 

yakni sesuai standar profesinya. Penggunaan berbagai sarana yang 

tersedia pada institusi pelayanan kesehatan, hanya dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan pasien yang bersangkutan. 
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Di samping itu, berlakunya asas ini juga merupakan dasar bagi 

terlaksananya penyampaian informasi yang benar, baik dari pasien 

maupun dokter dalam berkomunikasi. Kejujuran dalam 

menyampaikan informasi sudah barang tentu akan sangat membantu 

dalam kesembuhan pasien. Kebenaran informasi ini sangat 

berhubungan dengan hak setiap manusia untuk mengetahui kebenaran. 

f. Asas Kehati-hatian 

Kedudukan dokter sebagai tenaga profesional di bidang 

kesehatan, mengharuskan agar tindakan dokter harus didasarkan atas 

ketelitian dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam 

pelayanan kesehatan. Karena kecerobohan dalam bertindak yang 

mengakibatkan terancamnya jiwa pasien, 27 dapat berakibat dokter 

terkena tuntutan pidana. 

Asas kehati-hatian ini secara yuridis tersirat di dalam Pasal 58 

ayat (1) yang menentukan bahwa; “Setiap orang berhak menuntut 

ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau 

penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat 

kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang 

diterimanya”. 

Dalam pelaksanaan kewajiban dokter, asas kehati-hatian ini 

diaplikasikan dengan mematuhi standar profesi dan menghormati hak 

pasien terutama hak atas informasi dan hak untuk memberikan 
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persetujuan yang erat hubungannya dengan informed consent dalam 

transaksi terapeutik. 

g. Asas Keterbukaan 

Salah satu asas yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-

Undang No. 36 tahun 2009 adalah asas penghormatan terhadap hak 

dan kewajiban, yang secara tersirat di dalamnya terkandung asas 

keterbukaan. 

Hal ini dapat diinterpretasikan dari Penjelasan Pasal 2 angka 

(9) yang berbunyi ; “Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban 

berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan 

kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum” 

Pelayanan kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna 

hanya dapat tercapai bilamana ada keterbukaan dan kesamaan 

kedudukan dalam hukum antara dokter dan pasien dengan didasarkan 

pada sikap saling percaya. Sikap tersebut dapat tumbuh apabila dapat 

terjalin komunikasi secara terbuka antara dokter dan pasien, di mana 

pasien dapat memperoleh penjelasan. 

2. Tanggung Jawab Hukum 

 Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu 

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh 

dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya).14 Dalam kamus 

                                                             
14 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 576. 
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hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk 

melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.15 

 Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas 

konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan 

dengan etika atau moraldalam melakukan suatu perbuatan.16 Tanggung 

jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh 

salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat 

pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh 

salah satu pihak tersebut. 

 Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim 

mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut 

dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban 

ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikansebagai 

kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu 

tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.17 

 Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus 

mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi 

seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan 

kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.18 

3. Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata 

                                                             
15 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005. 
16 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 

 17 Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Pasca 
Sarjana, Medan 2008, hlm. 4 

 
 18 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi 
Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48. 
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Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab 

seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan 

hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan 

perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup 

perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan 

tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya 

dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. 

Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan 

untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang 

dirugikan.19 

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan 

perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang 

dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan 

kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari 

perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:20 

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan 

b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur 

kesengajaan maupun kelalaian) 

c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian 

 Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:21 

                                                             
19 Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, (Malang: Universitas Muhammadiyah 

Malang, 2001), hlm 12 
20 Djojodirdjo,Moegni, Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat 

(aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, 
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 53 

21 www.oocities.org/ilmuhukum/babii.doc, diakses pada tanggal 02 Febuari 2018 
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a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan 

kelalaian) sebagaimanapun terdapat dalam Pasal 1365 

KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, 

yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut”. 

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata yaitu: 

“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang 

disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.  

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana 

terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata yaitu: 

1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang 

disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk 

kerugain yang disebabkan karena perbuatan orang-orang 

yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-

barang yang berada dibawah pengawasannya; 

2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang 

disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada 

mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan 

orang tua dan wali; 
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3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang 

lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah 

bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh 

pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam 

melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini 

dipakainya; 

4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung 

jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid 

dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini 

berada dibawah pengawasan mereka; 

5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berkahir, jika 

orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu 

membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan 

untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab. 

              Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, 

KUHPerdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan 

wanprestasti. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan 

kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian 

tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan 

atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat 

dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan 

pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara 

tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum 



23 
 

 

didasarkan adanya hubugan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber 

pada hukum 

 

4. Tanggung Jawab dalam Pelayanan Kesehatan 

Pertanggungjawaban dalam hal pelayanan kesehatan atau 

pelayanan medis yang mana pihak pasien merasa dirugikan maka perlu 

untuk diketahui siapa yang terkait di dalam tenaga medis tersebut. Tenaga 

medis yang dimaksud adalah dokter yang bekerjasama dengan tenaga 

profesional lain di dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan 

medis kepada pasien.  

Apabila dalam tindakan medis terjadi kesalahan dan 

mengakibatkan kerugian terhadap pasien, maka tanggung jawab tidak 

langsung kepada pihak rumah sakit, terlebih dahulu harus melihat apakah 

kesalahan tersebut dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang lain. 

Setiap masalah yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja perlu 

diteliti terlebih dahulu. 

Pertanggung Jawaban dalam hal pelayanan kesehatan merupakan 

pertanggungjawaban yang terjadi karena adanya unsur kesalahan atau 

kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang merugikan pasien. 

Rumah sakit sebagai pihak yang mempekerjakan tenaga kesehatannya 

harus ikut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatannya tersebut. 
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Bisa dilihat Tanggung Jawab dalam Hukum Kesehatan diatur 

dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sebagai berikut : 

1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 

kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan 

kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan 

yang diterimanya. 

2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan 

penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam 

keadaan darurat. 

3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

F. Metode Penelitian 

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka sangatlah 

diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang 

bersifat ilmiah. Penelitian hukum Menurut Soerjono Soekanto, dalam 

bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum 

adalah22 : 

“penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan 

ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan 

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

                                                             
22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas indonesia Pres, Jakarta, 

Cetakan-III, 1986. hlm 2. 
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beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, 

kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

tehadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan 

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul 

didalam gejala bersangkutan.” 

Artinya penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang diharapkan 

mampu memberikan pemecahan solusi atas permasalahan-permasalahan yang 

timbul dalam penyimpangan dan kritik terhadap perilaku atau gejala yang 

bersangkutan. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Spesikasi Penelitian  

Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif analitis, yaitu : 

mengambarkan dan menguraikan secara sistematis semua 

permasalahan, kemudian menganalisanya yang bertitik tolak pada 

peraturan yang ada, sebagai dasar mengetahui tentang perlindungan 

hukum pasien atas tindakan yang menyebabkan kematian bayi dalam 

tindakan persalinan di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota 

Bandung dihubungkan dengan undang-undang No 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analistis, 

karena merujuk pada pendapat Soejono Soekanto yaitu23 : 

                                                             
23 Ibid, hlm 119. 
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“Penelitian yang bersifat deskriftif-analistis, 

dimaksuudkan untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tenatng manusia, keadaan, atau gejala gejala 

tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas 

hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama atau 

didalam kerangka menyusun teori-teori baru.” 

 

Dalam penulisan ini dimaksud untuk mendapatkan gambaran 

sistematis tentang perlindungan hukum pasien atas tindakan yang 

menyebabkan kematian bayi dalam tindakan persalinan dihubungkan 

dengan undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, 

karena menggunakan data seunder sebagai data utama.24 Perolehan 

data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu 

teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan 

sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan 

dengan perlindungan hukum pasien dalam tindakan persalinan yang 

akan dibahas antara lain dapat bersumber dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, literatur-literatur, karya-karya 

ilmiah, makalah , artikel, media masa, serta sumber data sekunder 

lainnya yang terkait dengan permasalahan. 

3. Tahap Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan 

penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai 

                                                             
24 Roni Haniitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia, jakarta, 1985, hlm 93. 
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teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data 

sekunder sebagaimana yang dimaksud diatas, dalam penelitian ini 

dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu : 

a. Penelitian Keputakaan (Library Research) 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji gambaran sistematis 

tentang perlindungan hukum pasien atas tindakan yang 

menyebabkan kematian bayi dalam tindakan persalinan 

dihubungkan dengan undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan.. Untuk mendapatkan berbagai bahan tertulis yang 

diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Penelitian kepustkaan ini meliputi : 

1) Bahan Hukum Primer 

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan 

bersifat mengikat berupa peraturan perundang- undangan dan 

kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan dan peraturan 

mengenai perlindungan hukum pasien. 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 

1945 

(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan. 

(3) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran. 
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(4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

Tentang Kesehatan Masyarakat. 

(5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 

Tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Berupa tulisan-tulisan para para ahli dibidang hukum yang 

berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin25 

(pendapat para ahli terkemuka) internet, surat kabar, majalah, 

dan dokumen-dokumen terkait. 

3) Bahan Hukum Tersier. 

Yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa 

inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus bahasa Belanda 

dan Ensiklopedia. 

b. Penelitian lapangan 

Yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan 

mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan 

yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku26 Penelitian ini diadakan untuk 

memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi 

                                                             
25 Ibid, hlm 94. 
26 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 15. 
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kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui 

interview atau wawancara dengan pihak terkait. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data 

sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan 

dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (Library 

Study) dan hasil studi lapangan (filed Study). 

a. Studi Keputustakaan (Library Study) 

1) Mengumpulkan buku-buku dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan tentang perlindungan hukum 

pasien. 

2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data 

yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. 

3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan 

telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis. 

b. Studi Lapangan (Filed Study) 

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan 

merefleksikan data primer yang diperoleh langsung dilapangan 

berupa wawancara sebagai pendukung data sekunder, penelitian 

ini dilakukan dengan para pihak yang terkait dengan objek 

penelitian yaitu mengenai tindakan yang mengakibatkan 
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kematian bayi di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota 

Bandung. 

5. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara : 

a. Pengumpulan Data 

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan 

data baik dari perundang-undangan, literatur, wawancara, 

maupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan 

Hukum primer serta bahan Hukum tersier. 

 

b. Pengolahan Data 

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari 

literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-

keterangan yang berkaitan dengan hak pasien di Rumah Sakit 

Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung dalam tindakan medis 

yang mengakibatkan kematian bayi, lalu dilakukan 

pengelolaan data untuk penelitian ini. 

6. Analisa Data 

Analisis data menurut Otje Salman S dan Anthon F. Susanto yaitu, 

“analisis yang diangap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis 
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(berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal 

dalam keilmuan hukum”.27 

Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian 

kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan 

menggunakan metode yuridis-kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya 

secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan 

permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan 

menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah 

betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak 

hukum. 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa “Analasis data secara 

yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-

analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan 

tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 

utuh, tanpa menggunakan rumus matematika”28 

7. Lokasi Penelitian 

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-

tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian dibagi 

menjadi dua, yaitu : 

a. Penelitian Kepustakaan 

                                                             
27 Otje Salman S dan anthon F Susanto, Teori Hukum Mengingat, Menyimpulkan dan 

Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 13. 
28 Ronny hanitijo Soemitro, op. Cit, hlm 98. 
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1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan 

Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung. 

2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja universitas Padjajaran 

bandung, Jalan Dipati Ukur, Nomor 35 bandung. 

b. Studi Lapangan 

1) Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Bandung, Jalan Astana 

Anyar No.224, Nyengseret, Astanaanyar, Kota Bandung, 

Jawa Barat 40242. 

2) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung, 

Jalan Matraman No.17, Turangga, Lengkong, Kota Bandung, 

Jawa Barat 

3) Kantor Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) 

Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Jalan Taman Kopo 

Indah I Block M-15, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 


